BAB II
LANDASAN TEORI
A. Zakat
1. Pengertian Zakat
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zaka, berarti seseorang itu baik.
Dalam al-Quran zakat dihubungkan dengan ibadah shalat, zakat sendiri merupakan rukun Islam , walaupunn bersifat maliah (berhubungan dengan harta), namun zakat adalah hak Allah dan merupakan ibadah mahdah yang hanya sah dilakukan dengan adanya niat.[footnoteRef:2] [2:  Al-Asyqar Umar Sulaiman, Fiqh Niat, (jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 261] 

Adapun menurut syara’, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya/Mustahiq-Nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.[footnoteRef:3] [3:  Zuhayly Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Mazhab,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),  hlm. 82] 

Ibnu Tamiah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bertambah pula”. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa seseorang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah.
         
         [footnoteRef:4] [4:  Q.S at-Taubah (9) : 103 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu  (menjadi)  ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.] 


1. Hukum Zakat
Hukum zakat adalah wajib ‘aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.[footnoteRef:5]  [5:  Syarifudin Amir”Garis-Garis Besar Fiqh” (Jakarta, Kencana, 2003),  hlm. 38] 

Kewajiban zakat dapat dilihat dari beberapa segi : Pertama, banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti Firman Allah dalam al-Baqarah ayat 43:
       [footnoteRef:6] [6:  Q. S. al-Baqarah () : 43 : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”] 

Kedua, dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam surat al-Mukminun 1-4 :
             
             [footnoteRef:7]  [7:  Q. S. al-Mukminun (): 1-4 Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.] 


Ketiga, dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 6-7 :

           
             
    [footnoteRef:8] [8:  Q. S. Fussilat (): 6-7 Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya,(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.] 




2. Syarat-syarat Wajib Zakat
Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut :
a. Merdeka
Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuan-Nyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.
b. Islam
Zakat hanya diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam. Hal tersebut berlandaskan pada hadits, ketika Muadz bin Jabal diutus ke daerah Yaman (al-Bukhari). Zakat tidak diwajibkan kepada orang non muslim, karena zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam.[footnoteRef:9] [9:  Huda Nurul dkk, Ekonomi Makro Islami, (jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), hlm : 17] 

c. Baliqh dan Berakal 
Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah, seperti sholat dan puasa. Tetapi zakat wajib dikeluarkan oleh walinya. 
d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu : uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, hasil tanaman dan buah-buahan, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, dan binatang ternak.
e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara’ sebagai tanda kayanya seseorang sehingga mewajibkannya untuk membayar zakat.
f. Harta yang dizakati adalah milik penuh.
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimilki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki.

3. Orang yang Berhak Menerima Zakat
Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60 :
        
             
    [footnoteRef:10] [10:  Q. S at-taubah (9):60 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.] 





 
Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut :
a. Orang fakir
		Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu seperti orang tua jompo dan cacat badan.
b. Orang miskin
		Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan atau untuk keluarganya.
c. Amil
Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan petugas zakat.
d. Muallaf
Muallaf secara leksikal berarti orang-oarang yang baru dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya dan untuk itu memerlukan dana.
e. Riqab
Secara arti kata berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz fi, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentinagn memerdekakan budak, baik dengan memerdekakan budak-budak untuk kemudian dimerdekakan atau memberi dana untuk kepentingan menebus  dirinya dari perbudakan.
f. Gharimin
Yang dimaksud dengan gharim disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan luar.
g. Fisabilillah
	Fisabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun orang miskin.[footnoteRef:11] [11:  Al-Syaikh Yasin Ibrahim, Kitab Zakat, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), Hlm. 90] 

h. Ibnu Sabil
Secara arti kata ibnu sabil mengandung arti “anak jalanan”, maksudnya disini ialah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.[footnoteRef:12] [12:  Qardawi Yusuf, Hukum Zakat, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1986), Hlm. 99] 


4. Hikmah dan Manfaat Zakat
Menurut Didin Hafihuddin ada lima hikmah dan manfaat zakat yaitu :
a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matearilistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
b. Karena zakat merupakan hak Mustahiq, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat harta cukup banyak.
c. Sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad kejalan Allah swt yang karena kesibukaannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.[footnoteRef:13] [13:  Ibid hal 29] 


2. Prinsip Pengelolaan zakat
Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program budgeting-Nya serta pengumpulan (collecting) data Muzakki dan Mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelakasana),  penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditinjau dari perangkat lunak (software) yang mewadai.
kemudian dengan tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada Muzakki maupun Mustahiq dan terahir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen keuangan operasional pengelolaan zakat. Keempat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat maupun badan amil zakat.
	Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah :
a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realita yang ada di masyarakat bahwa sebagian umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. 
b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terjadinya distribusi harta. Karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniya’ kepada dhuafa’ dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Hasyr :7
          
         
           
          [footnoteRef:14] [14:  Q. S al-Hasyr (59):7 apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.] 


c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga sebaiknya memiliki database tentang Muzakki dan Mustahiq. Profil Muzakki perlu di data untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada Muzakki. Muzakki adalah “nasabah” seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang mewadai guna memupuk nilai kepercayaanya. Terhadap Mustahiq pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana Mustahiq tersebut dapat meningkatkan kehidupannya, dari status Mustahiq menjadi Muzakki.[footnoteRef:15] [15:  Fakhruddin , Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia., (Malang: UIN Malang Pers, 2008), hlm. 251] 


3. Pengelolaan Zakat
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[footnoteRef:16] [16:  Ibid hal 4] 

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syari’at Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada Mustahiq dengan syarat kriteria Mustahiq sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan nabi Muhammad saw, tentu lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada Mustahiq tertentu yang kita kenal sementara Mustahiq lainnya karena kita tidak mngenalnya tidak mendapatkan haknya.
Oleh karena itu, maka para ahli fiqh (fuqaha’) menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah swt berfirman dalam surat al-Hajj: 41:
          
         [footnoteRef:17] [17:  Q. S. al-Hajj (): 41 Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.] 


	Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Apabila pemerintah tidak memainkan perannya dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melakasanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Badan-badan ini lebih mampu, jika dibandingkan dengan individu-individu, dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimaya secara syar’i. 
	Dalam kondisi pemerintah atau badan-badan zakat melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar’i, sebagian dari zakat boleh ditinggalkan kepada Muzakki untuk disalurkannya sendiri kepada pihak-pihak yang khusus baginya, seperti kerabat dan tetangga yang berhak menerima zakat.[footnoteRef:18] [18:  Fakhruddin “ Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia” UIN Malang Pers, 2008, hlm. 193] 


4. Optimalisasi Fungsi Sosial Masjid

          
            
  [footnoteRef:19]    [19:  Q. S. at-Taubah (9):18 Artinya : Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.] 


Selama ini dikebanyakan masjid, fungsi Ta’mir berhenti pada tataran penentuan petugas adzan, ikamah, imam, khotbah jum’at dan kalaupun ada kegiatan plus fungsi sosial tidak jauh dari penyelenggaraan TPA dan perayaan hari-hari besar umat Islam. Proyek penggalangan dana yang dilakukan sejumlah besar masjid pun masih mengamini takiyah (charity program) melalui kotak amal, baik yang berjalan diantara shaf shalat atau dipajang di pintu masjid atau bahkan di atas drum persis di tengah jalan umum.
Dari fenomena mencolok ini, umat harus bersegera merorganisir sekaligus mengoptimalkan pola kerja ta’mir masjid ini atau bentuk-bentuk kelembagaan masjid lainnya, khususnya untuk yang berkaitan dengan penggalangan dan penyaluran dana zakat umat. Beberapa hal yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Kelembagaan masjid, baik yang diwakili oleh Ta’mir masjid ataupun lainnya, dapat mencoba membuat database kesejahteraan dan kemiskinan para jamaahnya. Database keluraga defisit dan keluarga surplus ini kemudian bisa menjadi acuan yang valid dan realibel untuk dimanfaatkan oleh kelembagaan intermediary (lembaga amil zakat/badan amil zakat) pada daerah tertentu untuk kepentingan pengembangan sistem informasi pengumpulan dan punyaluran dana zakat. Mengingat hierarki organisasional chart dari badan amil zakat sudah sampai kepada kecamatan. Atau bahkan dapat dimanfaatkan oleh masjid itu sendiri, untuk pengelolaan dana zakat atau lainnya seperti infaq dan sadaqah.
2. Organisasi Ta’mir masjid atau lainnya menyusun kalender pelaksanaan zakat terpadu, baik untuk zakat fitri maupun zakat mal, untuk mengingatkan jamaah kelompok surplus calon Muzakki akan waktu haul. Karena ketetapan penanggalan ini sama halnya dengan ketetapan waktu pelaksanaan sholat lima waktu, yang biasanya sudah dikelola secara profesional oleh kelembagaan masjid.
3. Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong pengeras suara sistem komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat yang sekarang terus digalakkan. Terutama oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat, seperti halnya dompet dhuafa sebagai contoh. Sistem komunikasi masanya sudah sangat baik mengakomodasi media informatif modern seperti iklan, media elektronik, dan lain sebagainya. Masjid adalah kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik yang berada di kantong-kantong cabang kemiskinan maupun pusat-pusat kesejahteraan masyarakat.[footnoteRef:20] [20:  Mufraini Arif, Akuntansi Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006),  hlm. 140] 


4. Ekonomi Islam
1. Pengertian Ekonomi Islam
Ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksankan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam (sunnatullah).[footnoteRef:21] [21: Lubis Suhrawadi dkk, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), Hlm. 15] 

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Artinya ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim dimana nilai-nilai ajaran muslim dapat diterapkan. Namun pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini. Melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

2. Nilai-Nilai Ekonomi Islam
a. Adil 
Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah Rasul-nya seperti dalam surat al-Hadiid ayat 25 :
        
         
        
     [footnoteRef:22] [22:  Q. S. al-Hadiid (57) ayat 25 : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.] 


Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan ketakwaan seperti yang terkandung dalam surat al-Maaidah ayat 5 :
        
           
          [footnoteRef:23]    [23:  Q. S al-Maaidah (5) ayat 8 : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.] 



Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek pasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.[footnoteRef:24] [24:  Chaudhry Muhammad Syarif, Sistem Ekonomi Islam,  (Surabaya: PT Fajar Interpratama Mandiri 2014), hlm. 45] 

b. Khilafah
Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak Istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam kesempatanyya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya.[footnoteRef:25] [25:  Mujahidin Akhmad, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 30] 

3. Nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam
1. Zakat
	Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu dalam sistem ekonomi syariah. Zakat merupakan sumber pendapatan negara. Di samping pajak, al-fay, ghanîmah dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.
2. Pelarangan riba
	Menurut Syaikh Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyariatkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.[footnoteRef:26]  [26:  Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 58] 

3. Kerjasama ekonomi
	Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk bentuk kerjasama tersebut diantaranya berupa muzâra’ah dan musâqah dalam bidang pertanian, mudhârabah dan musyârakah dalam perdagangan. Prinsip kerjasama tersebut dijunjung oleh ajaran Islam karena kerjasama tersebut akan dapat menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.
4. Jaminan sosial
		Dalam sistem ekonomi syariah, Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sadaqah, dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.[footnoteRef:27]   [27: Alma Buchari dkk, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 93] 

5. Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor
	Ada beberapa praktek bisnis yang dilarang dalam Islam seperti pelarangan terhadap praktek penimbunan, takhfîf (curang dalam timbangan), tidak jujur, tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, spekulasi, pemaksaan dan lain-lain.

4. Dasar-Dasar Ekonomi Islam
a. Tauhid (Keesaan Tuhan)
Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu yang patut disembah kecuali Allah,” dan “tiada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.[footnoteRef:28] [28:  Karim Adiwarman,, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 34] 

b. Nilai dasar kepemilikian
Kepemilikan dalam Islam terletak pada kepemilikan terletak pada manfaatnya bukan penguasaan secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila kita meninggal dunia, harus didistribusikan kepada ahli waris menurut ketentuan Islam, kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.[footnoteRef:29] [29:  Rivai Veithzal dkk, Islamic Ekonomics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 205] 





c. Keseimbangan
Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan  perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam mencegah dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang.[footnoteRef:30] [30:  Syarifah Gustiawati Mukri ”Langkah Optimalilasi Sistem Ekonomi Syariah”, journal Filsafat dan Budaya Hukum, 9 no 8: 10-11. http:// journal. uinjkt. ac. id/index. php/ salam/ article/download/  1521/1279 (11-9-2015)] 


5. Karateristik Ekonomi Islam
a. Tujuan ekonomi Islam
Tujuan ekonomi Islam adalah maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.[footnoteRef:31] [31: Fauzia Ika Yunia dkk, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), Hlm. 12] 

b. Moral sebagai pilar ekonomi Islam 
Moral (akhlak) Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Moral berfungsi sebagai penegak dari terwujudnya bangunan ekonomi islam.
c. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam 
Nilai-nilai ekonomi islam merupakan sisi normatif dari ekonomi islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu.
d. Prinsip-prinsip ekonomi Islam
Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari al-Qur’an atau sunah.
e. Basis kebijakan ekonomi Islam
Yang dimaksud dengan moralitas kebijakan adalah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi islam, sebagai keharusan. Seperti pelarangan riba, pelembagaan zakat, dan pelarangan yang haram.
f. Paradigma ekonomi Islam
Paradigma ekonomi islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah. Paradigma ekonomi islam dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu paradigma berfikir dan paradigma berperilaku (behavior paradigma) serta paradigma umum (grand pattern).[footnoteRef:32] [32:  Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesi, Ekonomi Islam, (Jakarta:PT Raja Gravindo Persada, 2013), hlm. 54] 



